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K,1bL~, -aren Manggarai tentang 

menctapi.au Peraturan Daerah 

b bah\1. a berhubung dengan itu perlu 

angkutan umurn; 

transportase rnerupakan 

khusu • untuk kendaraan roda dua 

Pemerinrah Ptopinsi dan Izin Trayek 

merupakan kewenangan Operas: 

maka perlu dicabut karena Izin 

:·e:1t;111g Izin T ravek dan Izin Operasi, 

\fanggjrni Nornor 7 Tahun 2002 

Dc~r2ttL~:11 Daerah Kabuparen 

Tahun :2004 tentang Pernbatalan 

f\'f enreri Dalam Negeri Nomor 9 

. :i. bahwa dcngan ditentukan Keputusan ?vle11i1nbang 

DENG:\N RAJL\I.-\T Tt:HA\ YANG l\lAMA ESA 
BUPi\Ti MANGGARAI, 

. r E ~-~ T .-\ ~ G 
RETHrnLSi LZL\ TRA YEK 

PERATUR-F\ D.\ERAH K-\BU\-'.\TEN MANGGARAI 
\(PdOR: 5 T\HUN 2005 



Nomor 4389): 

Nomor 53, Tarnbahan Lembaran :'\Jegara 

Neg1ra Tahun 2004 undangan (Lembaran 

Peraturan Perundanu- ' '-' 

rentang Pernbentukan 

10 Tahun 2004 4 Undang-Undang Nornor 

Tambahan Lernbaran Negara 3480 ): 

Lernbaran Negara Tahun 1992 Nornor 49. 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( 

) Undang-Undang Nornor l 4 Tahun 1992 

Nornor 3209 ); 

Nomor 76_ Tambahan Lembaran Negara 

Lembaran Negara Tahun 198 l Pidana 

tenrang Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 

Negara Nornor 1655 ); 

1958 Nomor l "·1 Tarnbahan Lembaran 

Tenggara Timur ( Lernbaran Negara Tahun 

Bali. Nusa Tenggara Baral clan Nusa 

l ! dalarn \\ ilayah Dacrah-daerah Tingka! I 
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Tambahan Lernbaran t"s.iegara Nornor 

Negara Tahun 2004 Nornor 126, 

Daerah { Lernbaran Pemerintah 

Pu sat Pernerintah antara 

2004 tentang Perunbangan Keuanuan 

7. Undang-Undang Nomor _,, Tahun 

Negara Nornor 443 7 ); 

Nornor 125, Tarnbahan l.ernbaran 

(Lernbaran Negara Tahun 2004 

2004 tentang Pernerimahan Daerah 

6. Undang-Undang Nornor ~2 Tahun 

Negara Nomor 4048 ); 

Nornor 146, Tambahan l.ernbaran 

(Lembaran Negara Tahun 2000 

Daerah dan Retribus: Daerah 

Nornor IS Tahun 1 C)97 tcmcmg Pa_jz:1-: 

... ' . 
t __ .: n(L:1 n~-u nc12ing :\tas Perubahan 

Nomor 34 Tahun :ncn rcntang 

diubah c~e1Iga11 t_ 11cf:-1:::~-?_1r;();_t!"lS 



:i ....,. 

Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3529); 

·tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan 

( l.ernbaran Negara Tahun l 99J Nomor 63, 

lI. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 

3528 ); 

tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 

Jalan ( Lernbaran Negara Tahun 1993 Nomor 

61, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 

10. Peraturan Pcmerintah Nomor 42 Tahun 1993 

Negara Nornor 3527 ); 

tentang Angkutan Jalan ( Lernbaran Negara 

Tahun 1993 Nornor 59, Tambahan Lembaran 

9 Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 1993 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (J .ernbaran Negara Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Nornor 385 ! )~ 

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

8. Indang-Undang Nomor 28 Tahun I 00ci 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1993 tentang Kcndaraan dan 

Pengemudi (Lembaran Negara 

Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Nornor 3 5.30); 

l 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan 

Propinsi sebagai daerah otonom ( 

Lernbaran Negara Tahun 2000 

Nornor 54, Tambahan Lernbaran 

Negara Nomor 3952 )~ 

14. Peraturan Daerah Kabupaten 

Manggarai Nomor 37 Tahun 2000 

tentang Pembentukan Organisasi 

Dinas Daerah Kabupaten Manggarai ( 

Lembaran Dae rah Kabupaten 

Manggarai Tahun 2000 Nornor 34 

Seri D ). 
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· BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai. 

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pernerintahan daerah 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentii dibidang 

retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

BUPATI MANGGARAI 

MEMUTUSKAN : 

PER.\TURAN DAERAH TENTANG 

RETRIBUSI IZIN TRA YEK 

Menetapkan 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

MANGGARAl 



9. Wajib Retribusi achl(1h orang pribadi atau badan 

menurut Peraturan Peruudaug-undangan diwajibkan 

untuk melaksanakan pembavaran retribusi 

l O. Masa Retribusi adala! sua:u j:rngka waktu tertentu yang 

merupakan baras DJ:2.i \VaJl!J retribusi untuk 

mernanfaatkan J3:<-: d2,n penzman tertentu dari 

Pemerintah Daerah 

adalah pungutan d2L:ra:1 schaga1 pembavaran aras jasa 

atau pcmberian izin icrtcntu vang khusus disediakan dan 

i atau diberikan olch Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan hukurn. 

7 Jasa adalah keviatau Pernerintah Daerah berupa 

pelayanan yang menvebabkan barang, fasilitas atau 

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan hukum 

8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rar1gk~-t pemberian izin kepada orang 

pribadi atau badan yang dirnaksud atau untuk tujuan 

kepentingan dan kernanfaatau umum serta dapat 

dinikmati oleh ora.u; p:·ibadi atau badan. 

Kabupatcn Ma11g~:i1-:ii 

() Retribusi Dat.'l"J;, ',::1:.2 ·<:'iJ:1iut:1vd disebut retribusi 

Dinas Perhubungau Dinas 



sebagai alat pembayaran retribusi 

jumlah retribusi yang terutang 

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD 

adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk 

melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang 

ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan 

oleh Kepala Daerah. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat Ketetapan Retribusi yang 

menentukan jumlah kelebihan pernbayaran retribusi karena 

jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang 

terutang atau tidak seharusnya terutang. 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan 

atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

1 5. Benda Beharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) yang dipergunakan 

S KRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnva 

11. Surat Keretapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disinuk at 
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pengangkutan hagasi 

pengemudinya baik dengan maupun tanpa pcrlengkapan 

delapan ) tempat duduk tidak rerrnasuk tempar dudul: 

vane dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 

l 9 Mobil Penurnpang adaiah setiap kendaraan bermotor 

maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi 

tidak rermasuk ternpat duduk pengemudi baik dengan 

dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk 

1 S. \fobil Bis adalah setiap kendaraan berrnotor yang 

peraturan perundaug-undangan yang berlaku. 

pemenuhan kewajiban Rctribusi Daerah berdasarkan 

keterangan lainnva dalan rangka pengawasan kepatuhan 

mencari. rnengumpulkan. dan mengolah data dan atau 

l 7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

Lai nuva 

Beutuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha 

yat1g sejerns. Lembaga, Dana Pensiun. Organisasi 

Perkumpulan. Firma Kongsi, Koperasi. Yayasan atau 

Daer,: h dcngnn nama dan bentuk apapun, Persekutuan. 

1ncl i put i Pcrseru:i 11 lcrbatas. Perseroan Komandircr. 

1 c~ i LFLrn H ukum adalnh suatu bentuk badan usaha yang 
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saiu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dan bad an. 

yang ditetapkan dalam suatu tanda uji kendaraan 

16_ .laringan adalah kumpulan dari berbagai lintasan yang menjadi 

adalah kemampuan kendaraan membawa muatan 

tVfanggarai. 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 

y·ang dilayani untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan yang 

orang dengan kendaraan umum dalam rrayek tetap dan teratur. 

24 lzin Isidentil adalah pemberian izin penyimpangan dari trayek 

23. lzin trayek adalah izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan 

umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur. 

lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus 

n Angkutan Kora adalah angkutan dari suatu tempat ke ternpat 

bermotor. 

kendaraan menggunakan dencran 0 lain tempat tempat 

21. Angkut.m adalah pemindahan orang dan atau bararu; dari suatu 

bavaran 

disc·dia(dn untuk dipcruunal.an oleh umum ciengan dipungut 



1 l 

Pasal 2 

( l) Seriap Mobil Bis yang sebagian atau seluruh kegiatan 

operasinya di dearah atau melakukan kegiatan pada 

tuiyck terap dan teratur harus mendapat lzin Trayek 

terlebih dahulu dari Kepala Daerah. 

12) l zin Trayek sebagaimana dimaksud pada avat ( l) pasal 

in: diberikan atas permohonan pemilik / pernegang 

kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 

dan svarat-syarat yaag berlaku. 

BAB II 

KETENTUAN lZlN TRi\YEK DAN IZIN INSIDENTIL 

dipungut bayaran. 

ya11g disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan 

2 7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan atau pernbinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan 

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, 

prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum serta rnenjaga lingkungan. 

28 . Angkutan Penurnpang Umum adalah kendaraan bermotor 
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Pemerintah Daerah berupa Izin Trayek dan Izin Insidentil 

.. 
Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Obyek ( .... ) .t., 

wilayah Daerah: 

yang memiliki kendaraan bermoror yang beroperasi dalam 

( 1 ) Subyek Retribusi Daerah adalah orang Pribadi dan Badan Hukum 

Pasal 5 

tertentu. 

(2) Retribusi lzin Trayek digolongkan sebagai retribusi Perizinan 

(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dan Izin fnsidentil yang 

dipungut aras setiap pernberian 12111 trayek dan izin insidentil 

dalam Wilayah Daerah 

NA\IA. SUB"YEK, OBYEK DAN GOLONGAN RETRiBLJSi 

Pasal 4 

BAB HI 

Kendaraan taksi diiakukan dengan Kartu Pengawasan yang 

berlaku paling lama I ( satu ) Tahun 

Peng a wasan rerhadap t ·, 
l1V)Di! Bus Umum dan izin Trayek t: \ 

\,- _f 

Dinas Perhubungan 

pada avat ( l) clan avat (2) pa~al 2, dilakukan pew.:m\asan oleh 



i.3 

sesuai ketenruan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

insidentil yang meliputi biaya survey, biaya percetakan 

dokumen I formulir biava administrasi, biaya pengawasan 

menutup sebagian biaya penyelenggaraan izin trayek dan izin 

Insidentil didasarkau pada tujuan keuntungan yang layak untuk 

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi lzin Trayek dan Izin 

BESARNYA TARIF 

Pasal 7 

PRINSIP DAN SASAR.\.N DALAM PENETAPAN 

STRUKTCR DAN 

BABV 

trayek tetap dan teratur. 

(2) Pengukuran penggunaan izin insidentil berdasarkan setiap 

kendaraan bermotor yang melakukan penyirnpangan dari 

berdasarkan hasil survey muatan ( load faktor L 

pernberian izin berdasarkan jenis dan kapasiras tcmpa: 

duduk keseimbangan permintaan dan penawaran jasa 

angkutan. 

ditetapkau travek rzm oenouunaan , o..::> Pengukuran (I) 

Pasal 6 

CARA lV!ENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN .Lt..S:\ 

BAB IV 
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f. Dalam hal perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

setelah mendapat persetujuan dari DPRD. 

Kendaraan; 

c Biaya izin trayek dengan kapasitas tempat duduk i 8 sampai 

dengan 23 orang sebesar Rp. 90 000 ( sernbilan puluh ribu 

rupiah ) per tahun; 

d Biaya izin trayek dengan kapasitas tempat duduk 24 sampai 

dengan 40 orang sebesar Rp. I 00 000 ( seratus ribu rupiah 

per tahun; 

e Izin inscdentil untuk satu kali perjalanan pulang pergi sebesar 

Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per t.mt 

tahun ; 

17 orang sebesar Rp. 80.000 ( delapan puluh ribu rupiah ) per 

b Biava lzin Trayek dengan kapasitas rernpat duduk l 3 sampa: 

( tujuh puluh ribu rupiah ) per tahun: 

ciengan 12 orang sebesar F .. p. 70 

2. Biava lzin Trayek dengan kapasitas tempat cunu- S sampai 

Pasal 8 

Besarnya retribusi izin trayek diterankan sebag,n berikut 
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BAB VII 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 12 

(I) Wajib retribusi wajib mengisi Surat Penetapan Standar 

Obyek Retribusi Daerah SPdO RD. 

Pasal 11 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SK.RD 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal IO 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) 

bulan yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah. 

WlLA Y AH PUNGUTAN, MASA RETRlBUSI 

DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG. 

Pasal 9 

Retribusi yang terutang dipungut diwilavah Daerah 

BAB Vl 
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SKRDKBT sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

kepala Daerah 

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokurnen lain 

yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 

SKRDKBT 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru 

dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan 

penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan 

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalarn pasal 12 ayat 

( 1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau 

( J ' -, ' ) 

Pasal 13 

Daerah 

scbagairnana dimaksud pada ayat ( l ) ditetapkan oleh Kepa!a 

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD 

dengan jelas. benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib 

retribusi atau kuasanya. 

(2) S Pd ORD sebagaimana dirnaksud pada ayat ( ! ) harus diisi 
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Pasal 16 

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat keputusan 

keberatan _yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus 

dibavar tarnbah 

BAB VHI 

TATA CARA PEIVIBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal 15 

( I) Pcmbayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 

(Erna belas) hari sejak diterbitkannya SK.RD atau 

dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan 

STRD. 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran 

retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

dokurnen lain yang dipersamakan dan SKRDJ< BT 

13 > Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah 

( :2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD a tau 

Pasal 14 

( 1) Pernungutan retribusi tidak dapat diborongkan 
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Daerah atau pejabar yang ditunjuk atau SK.RD atau dokurnen lain 

yang dipersamal.an SKRDKBT dan SKRDLB. 

( 6) Wajib retribusi dapat mengadukan keberatan hanya kepada Kepala 
.. Pasal 18 

KEBERATAN 

BABX 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2 ~,,o (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kuranc 

dibayar dan ditagih dengan rnenggunakan STRD. 

Pasal 17 

SA.NKSI ADtvHNISTRASI 

BAB IX 

Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah. 

secara brute kc kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima i 

dimaksud pada ayat ( l ) disetor l l ., b . nasi pungutan se aga1rnana 

peraturan perundan.z-undangau yang berlaku. 

melalui Badan l ru.<J11 !)iut::11~g dan Lelang Negara (BUPLN). 

l ) Penagih retr.bus: mclalui B UPLN dilaksanakan berdasarkan 

yang tidal, ?t.il' l..: j;\; .iibavar oleh wajib rctribusi dapat ditagih 



0.,., .. ,1 -:: 
._ a:)di ... .i 

diajukan 

harus memberi kepurusan atas keberatan yang 

(enam) bulan sejak tangga1 surat keberatan diterima 

( l) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 

Pasal 19 

pelaksanaan penagihan 1 aan mernbayar retribusi 

retribusi 

diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya. 

( 4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai 

surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

( 5) Pengajuan keberaran ridak menunda kewajiban 

SKRDLB dan SKRDKBT dipersamakan, yang 

(2) Dalam ha! wajib retribusi mengajukan keberatan atas 

keretapan retribusi. wa_i ib retribusi harus dapat 

. mernbuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 

2 ( dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain 

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(I) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa 
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jangka waktu pelting lama 1 (satu) bulan. 

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam 

kelebihan retribusi keputusan. perrnohonan pengembalian 

suatu 1 "1 mernnerikan tidak Daerah Kepala dan ··1 . 01 ampau: 

3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 

keputusan 

sebagaimaua dimaksud pada ayat ( l ), harus rncmberil.ar- 

pembayaran kelebihan permohonan diterimanva sejak 

l ) Atas kelcbihan pembayaran retribusi. wajib retribusi dapat 

mengajukan perrnohonan pengembalian kepada Kepala Daerah 

::Z) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enarn) bulan 

Pasal 20 

BAB XI 
PENGE~H3ALL-\N KELEBIHAN PEIVIBAYARAN 

telah lewa r dan Kepala Daerah tidak mernberikan suatu 

keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan 

a ya t ( I ) ' paaa Apabila jangka wakru sebagimana dimaksud f'), 
\-i 

besarnva rctribusi yang terutang 



21 

tercatat. 

·' .1 . : • ! : I 1 ~ ""- ! : - - . _ . . • . . . . • .............. ~_, .:::;, t-- retribusi disarnpaikan secara 
kelebihan pembayaran Permohonan pengembalian 

c. Besarnya kelebihan pembavaran 

d. Alasan yang singkat dan jeias 

b. Masa retribusi 

a. Nama dan alarnat wajib retribusi 

dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 

( l) Permohonan pengemba!ian kelebihan pernbayaran 

retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah 

Pasal 21 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I; dilakuk an dalam 

jangka waktu paling lama 7 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKRDLB. 

6) Apabila pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi 

dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 ( dua) bulan, 

Kepala Daerah mernberikan imbalan bunga sebesar 2~'o 

( dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran 

kelebihan retribusi. 

retribusi pembayaran kelebihan 5) Pengembalian 

lainnya, kelebihan pembavaran retribusi sebagairnana 

dimaksud pada ayar ( l ) langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu uang rctribusi tersebut. 

4) Apabila wajib retribusi mempunva: utang retribusi 
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BAB XII 

PENGt:R-\NGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

RETRIBUSI 

Pasal 23 

(l) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan 

dan cembahasan retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan Keringanan dan pembebasan retribusi 

seba caimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan fnemperhatikan 

kernampuan \Vajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur. 

kare.ia beucana alam dan kerusakan. 

rnenerbitk an surat perintah pembayar kelebihan retribusi 

(2) Apabila kelcbihan pembayaran retribusi diperhitungkan 

dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 ayat ( 1 ), pembayaran dilakukan dengan cam 

pernindah bukuan juga beriaku sebagai bukti pembayaran. 

dengan dilakukan retribusi kelebihan ( 1) Pengembalian 

Pasal 22 

(2) Bukti penenrnaan oleh pejabat daerah atau bukti pengmrn:J::1 

pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterirna oleh 

Kepala Daerah. 



paling lama 6 (enam) ~ulan atau denda p2ling banvak 4 

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 

\Vajib Retribusi yang tidal, melaksanakan kewajibannya 

Pasa! 28 

KETENTUA\ Pl D.-\\A. 

BAB _\f\. 

maupun tidak iangsung 

pasal 25 tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran, atau ada 

pengakuan utang retribusi dan \\'ajib Retribusi baik langsung 

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada 

melakukan rindak pidana dibidang retribusi 

Waiib _, apabila kecuali Retribusi retribusi terutangnya 

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 

melarupaui jangka waktu 3 ( tiga) tahun terhitung sejak saat 

KEDALU\\/ARSA PEN/ti.GI.HAN 

BAB\.H! 

dit·2L1pka11 oleh Kepala 



tersebut rnenjadi lengkap dan jelas 

dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan 

a. Menerima, mencan, mengurnpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana 

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah 

sebagairnana dimaksud dalam Undang-undang Hukurn Acara 

Pidana yang berlaku. 
2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

adalah: 

diberi wewenan« khusus sebagai penyidik untuk tertentu 

l) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

Pasal 30 

PENY I DlKAN 

B . ..\B XV 
pelanggaran. 

Tindak pidana sebagaimane dimaksud pada pasal 28 adalah 

Pasal 29 



pidana retribusi daerah 

h \,,-f ernotret sese.orang :-:-:ng berl; =tan dengan tindak 

sebagairnana dimaksud pr da huruf e. 

orang clan atau dokumen yang dibav .. -a identitas 

pemenk saan sedang bcrlangsung dan memeriksa 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

g. Menyuruh berhcnti da n a tau melarang seseorang 

Retribusi Daerah 

t. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penvidikan tindak pidana dibidang 

tersebut. 

dokurnen lain berkenaan dengan tindak pidana 

dibidang Retribusi Daerah 

Melakukakan penggeledahan untuk mendapat bahan 

bukti pernbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen 

lain, serta melakukan penviraan terhadap bahan bukti 

cl Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurnen- 

c M eminta l.eterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 

dibidang retribusi daerah. 

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana retribusi daerah 

mengenai orang pribadi arau badan tentang kebenaran 

h. :deneliti. mencan dan mengurnpulkan keterangan 

-- I 
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dan Operas: dinvatakan dicabut clan tidak berlaku lagi. 

Kabupaten Manggarai No 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Travek 

Dengan berlakunya Peraruran Daerah ini maka Peraturan Daerah 
~ 

Pasal 31 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XVI 

berlaku 

hasi! penyidikannya kepada penuntut umurn, melalui penyidik 

Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam Undang-undang HukuntAcara Pidana vanu 

rnembcritahukan dimulainya penyidikan dan mcnyampaikan 

pada ayat dimaksud ( l ) sebagaimana ( l) Penyidik 

bertanggung jawab. 

rerribusi daerah menurut hukurn yang pidana dibidang 

k Melakukan rindakan lain untuk kelancaran pcnyidikan tindak 

Menghcntik an pcnvid: kan 

t ]\lernanggi; urang untuk didcngtir kcrcrangannva dan dipcriksa 



, 'r., -1 r>: n c· i-:- n T 
'" x.. :;_v f'... ...J 1-..J,i. TAHUT\ 

LEI\{BARA!'- DAERAH KABUPA . .TEN !vIANGGARA[ 

Diundangkan di Ruteng 

pada tanggal, 30 Juni 2005 

·" P~~I i\'IANGGARAI, 

~' ,I 

29 Juni 2005 

Ditetapkan di : R u t e n g 

l.embaran Daerah. 

Pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalaru 

memerintahkan .·\gar senap orang .iapat mcngetahuiya, 

Pcraturan Daerah in: bi.:rL11'u pada tanggal diundangkan 

r 
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An~\-:~rran Kora dan Angkutan Pedcsaan dalarn Wilavah 

Kabupaten \hnggarai supaya disesuaikan dengan jaringan trayek 

:~.2hi n;g~ bertungsi sesuai dengan jaringan trayek tetap dan teratur. 

load faktor ) angkutan jalan meliputi survei faktor muatan 

Undang-undang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, maka ketentuan yang mengatur tentang izin 

trayek disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang dirnaksud 

agar lebih berdaya guna didalam praktek penyelenggaraannva 

Sejalan dengan maksud tersebut maka pcnataan pola 

?\Dn1or ! g Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan 

B~1i iva denga» tel ah ditetapkanuya U ndang-undang 

PL~JELASAN ATAS 

i)r~R.\ i·uR.-\:", D:\i-~R.-\H KABUPATEN fvJANGGARA.l 

TE~,T.-\'\;G rZ!-:TRlBUSl IZIN TRA YEK 



/, Memiliki tempat penyunpanau kendaraan 

Kendaraan ) 

T 
r• • 

·-~!Ji Surat ST\:K 6 Merniliki 

Kendaraan Berrnotor ) 

Buku Kepemilikan < Memiliki BPKB 

4. Merniliki Izin Usaha :-\ngkutan 

(l Persyaratan Administrasi : 

izin trayek sebagai berikut : 

Pasal 2 Ayat ( 1) 

Pasal 2 Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Persyaratan untuk memperoleh 

?asai l 

Ii PENJELASAN PASAL DEIVH PA.SAL 

optimal dan pada sis: lain dapat bermuara pada 

peningkatan Penerirnaan Asli Daerah ( PAD ) dari 

Retribusi lzin Trayek. 

Berkaitan dengan hal tersebut perlu menetapkan 

ketentuan mengenai Retribusi Izin Trayek dalam bentuk 

Peraturan Daerah. 

pclavanan kepada pemakai jaian dapat terlaksana secara 

ditcrminal dan pemantauan angkutan dijalan agar 

sisum pengendalian dan peugawasan serta pemerik saan 

Schubungan dengan ha! tersebut diatas maka perlu ditata 
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Jalan dengan Kendaraan Umum. 

teruang Penyelenggaraan Angkutan Oranv J: 

Perhubungan Nornor Ktvf 35 Tahun =>~<!..: 
Ketentuan Keputusan Sesuai 

Bermotor) 

Nama Kendara .. J:~ Balik 

tetapi belum dilakukan B"NKB 

kendaraan bermotor waj ib 1z1 n 

yang Hukum 

adalah orang pribadi atau Badan 

3. Pernegang Kendaraan Bcrmoror 

yang terbaik. 

marnpu memberikan pelayanau 

yang Angkutan Perusahaan 

kepada diberikan 7 Perioritas 

pcnambahan jumlah kendaraan 

untuk mcmungkinkan 

l. Travek yang - dimohon rnasih 

Pasal 3 ayat ( 2 ) 
Pasal 3 avat ( 3) 

Pasal 3 ayat ( 1 ) 

a. Persyaratan Tcknis . 

pcmeliharaan kendaraan bermotor 

mernpu nva: fosilitc:S lai 11 

~ vlcnulik! atau kerja sama dcngan pii1~1k 


